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Menimbang :

Mengingat

a

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 281 ayat (2)
Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor
217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), yang telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 1998, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan mempermudah
masyarakat bailk secara perorangan atau badan usaha dalam
menyelesailkan sengketa di dalam perniagaan secara adil, cepat,
terbuka dan efektif, dipandang perlu membentuk Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri di kota-kota besar pusat perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan
Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor
217 juncto Staatblad Tahun 1906 Nomor 348), yang telah diubah dan
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang
tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761), sebagaimana telah
ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3778);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang K etentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3327);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG
PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, PENGADILAN
NEGERI SURABAYA, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
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Pasal 1

Membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang
Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan
Negeri Semarang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung
Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawes Selatan, Sulawes
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

(2) Dagrah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan
meliputi wilayah Propins Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,
Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

(3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
meliputi wilayah Propins yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
meliputi wilayah Propins Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Y ogyakarta.

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan
sarana dan prasarana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung
Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan
Pengadilan Negeri Semarang dibebankan pada anggaran Departemen
K ehakiman.
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Pasal 4

(1) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presidan ini ditetapkan
telah diberiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetap diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Sengketa di bidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan-pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan
telah digjukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan
Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan
daerah hukum masing-masing Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera
Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 18 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 18 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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